
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten­ 
Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 2097); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3651); 

3. Undang-Undang . 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanakan ketentuan Pasal 106 
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 
2019 ten tang pokok=pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
perlu disusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat 
(2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, 
Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang 
mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Berbasis Akrual; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan 
Pe-ratutan Bupati tentang Ke"b'ijakan Akuntansi pada 
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor; 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR 

PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

NOMOR 50 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nornor 135, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

5. undang-Undang Nomor 1 Tahliri 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah ........ 
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22. Peraturan Daerah .. 

. . . .. 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daserah Kabupaten Biak Numfor Tahun ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 
Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(APBD) Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4579); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
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8. Satuan Kerja . 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten BIAK NUMFOR. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggarakan Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati BIAK NUMFOR. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara 
Pemerintah Daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapka.n 
dengan Peraturan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adaJah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/ penggiliia barang. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 
Nomor 2); 

23. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 
2020 ( Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 
Nomor 1). 

24. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 
Nomor 3) .. 
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22. Pemyataan Standar ........ 

8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala 
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Adalah Kepala Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang 
milik daerah. 

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah. 

15. Kuasa Penguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan penguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagai tugas dan fungsi SKPD. 

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- 
-· - -- - - - - ~ - - - - 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan 
keuangan pada SKPD. 

17. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya di singkat PPI'K 
adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan APBD pada 
SKPD. 

18. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan 
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklarifikasian, pengikhtisan transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya. 

21. Standar Alruntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi 
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan Pernerintah. 
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33. Laporan Perubahan . 

22. Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. 

23. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar­ 
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik 
yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalarn menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna iaporan keuangan dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode 
maupun antar entitas. 

24. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD 
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan 
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sarnpai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah 
daerah. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peratura daerah 

26. Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 
terjadi, tanpa mernperhatikan saat kas atau setara Ras diterima atau 
dibayar. 

27. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar 

28. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, 
utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. 

29. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, 
pamdapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-L6 dan beban, 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan 
yang bersangkutan. 

30. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

31. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap 
iformasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

32. Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surpiusidefis1t-LRA, pembiayaan, dan sisa Iebihj' kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 
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44. Be ban adalah . 

33. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat LPSAL 
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikkan dan penurunan SAL 
tahun pelaporan yang terdiri daei SAL awal, SilPA/SiKPA, koreksi dan SAL 
akhir. 

34. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu, 

35. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, bebn dan 
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang 
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

36. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas 
pada tanggal pelaporan. 

37. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang 
terdiri dari ekuitas awai, surplus /defisit-Lt), koreksi dan ekuitas akhir. 

38. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 
ayau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, 
LPE, Neraca dan LAKmdalam rangka pengungkapan yang memadai. 

39. Entitas Akuntansiadalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyususn laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 

40. Bntitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri satu atau lebih 
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

41. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu 
dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. 

42. Pendapatan_LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak 
perlu dibayar kembali. 

43. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 
yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah daerah. 
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keuangan; 

(1) Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada 
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan; 

(2) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­ 
konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

Pasal 2 

(3) Kebijakan Akuntansi.. . 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

44. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

45. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

46. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh 
pernefintah daerah sebagai akibat dart peristiwa masa lalu dan dart rnana 
manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimmasa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat 
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi amsyarakat umum dan sumber­ 
sumber daya yang dipelihara karena alasana sejarah dan budaya. 

4 7. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah daerah. 

48. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

49. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos 
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan 
seharusnya. 

50. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk 
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

51. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara 
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. 
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BAB III . 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; 
Kebijakan Akuntansi Pendapatan; 
Kebijakan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan; 
Kebijakan Alruntansi Transfer; 
Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 
Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; 
Kebijakan Akuntansi Piutang; 
Kebijakan Akuntansi Persediaan; 
Kebijakan Akuntansi Investasi; 
Kebijakan Akuntansi Aset dan Penyusutan; 
Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan; 
Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; 
Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; 
Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 
Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan; 
Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (Restatmen 
Neraca; 
Daftar Istilah dan Penutup. Lampiran XVIII 

Lampiran II 
Lampiran III 
LampiranIV 
Lampiran V 
Lampiran VI 
Lampiran VII 
Lampiran VIII 
LampiranIX 
LampiranX 
LampiranXI 
Lampiran XII 
Lampiran XIII 
Lampiran XIV 
LampiranXV 
Lampiran XVI 
Lampiran XVII 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten BIAK NUMFOR sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas: 
Lampiran I Kerangka Konseptual Kebijakan akuntansi Pemerintah 

Kabupaten BIAK NUMFOR; 

Pasal 4 

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan 
umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik 
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. 

Pasal 3 

(3) Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dalam lingkup Kabupaten 
Biak Numfor; 

(4) Basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah 
menggunakan basis akrual. Namun dalam hal anggaran, disusun dan 
dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan 
oasis Ras. 
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Pasal 6 . 

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan 
wajib menyusun: 
a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan 

Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan 
berikutnya. 

b. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari: 
1) Laporan Realisasi Anggaran; 
2) Neraca; 
3) La.poran Arus Kas; 
4) La.po ran Operasional; 
5) Laporan Perubahan Ekuitas; 
6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan 
7) Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD 
selaku Entitas Akuntansi wajib men.yusun: 
a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan 

Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan 
berikutnya. 

b. Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari: 
1) Laporan Realisasi Anggaran; 
2) Neraca; 
3) Laporan Operasional; 
4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
5) Catatan atas Laporan Keuangan. 

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan 
daerah BUD selaku Entitas Akuntansi, wajib menyusun Laporan 
Keuangan, yang terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; 
d. Laporan Operacional; 
e. Laporan Perubahan Ekuitas; 
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan 

Pasal 5 

BAB III 
PELAPORAN KEUANGAN 
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Pasal 7 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

(1) Laporan Keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 5 ayat ( 1) huruf b disertai dengan pemyataan tanggung 
jawab yang ditandatangani oleh Bupati. 

(2) Laporan Keuangan tahunan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud 
pada pasal 5 ayat (2) huruf b disertai dengan pemyataan tanggung 
jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPQ. 

(3) Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada 
pasal 5 ayat (3) disertai dengan pemyataan tanggung jawab yang 
ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. 

(4) Pemyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) mernuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD 
telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang 
rnemadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
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